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Abstract: The Essence of marriage certainly wants to be of forming a sakinah 

mawahdah warahmah family, divorce the key to opening the marriage bond through the 

courts whose job to examine, decice and adjudicate, In Indonesia, many divorces are 

not registered for years, usually the register when certain matters arise, this study aims 

to find out about how the law imposes divorce inside and outside the court according 

the perspective the Syafi’i Madzhab, by using the content analysis method whith the 

considers divorce legal in front judges with 10 catagories, namely talak: because 

husband’s difficulties, because causing harm to the wife, for not providing a living, due 

to disability, ta’asuf, due to illa’, due to li’an, due to dzhihar, duo to a postasy, this is a 

woman’s right to file for divorce in court when the husband does not impose divorce or 

indeed do not want to drop their divorce, and for divorce ta’asuf, illa’, zhihar, li’an and 

apostates. This is andeed the judge’s authority to dedice, but apart from divorce ta’asuf, 

illa’, zhihar, li’an, and apostasy. The is still lagelly punished when imposing a divorce 

outside the court. 
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Abstrak. Hakikat pernikahan tentunya ingi menjadi keluarga sakinah mawahdah 

warohmah, dalam rumah tangga banyak problematika yang harus dihadapi, yang mana 

ketika salah satu dari  suami istri ini tidak kuat maka kebanyakan dari meraka 

mengambil jalan perceraian sebagai solusi, karena talak merupakan kunci untuk 

membuka ikatan pernikahan melalui pengadilan yang bertugas memeriksa, memutus 

dan mengadilinya. di Indonesia banyak perceraian yang tidak didaftarkan sampai 

bertahun-tahun, biasanya mereka melakukan pendaftaran ketika ada hal-hal tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hukum menjatuhkan talak 

didalam dan diluar pengadilan menurut perspektif Madzhab Syafi’i, dengan mengunakan 

metode Analisis conten, dengan kesimpulan bahwa Madzhab Syafi’I menganggap sah talak 

didepan hakim dengan 10 katagori, yaitu talak: karena kesulitan suami, karena 

memudharatkan istri, karena tidak memberi nafkah, akibat cacat, secara ta’asuf, karena 

kepergian suami, akibat illa’, akibat li’an, akibat zhihar, karena murtad, ini hak 

perempuan mengajukan perceraian ke pengadilan ketika pihak suami tidak menjatuhkan 

talak atau memang tidak mau menjatuhkan talaknya, dan untuk talak ta’asuf, illa’, 

zhihar, li’an dan murtad. Ini memang kewenangan hakim untuk memutuskan, akan 

tetapi selain talak ta’asuf, illa’, zhihar, li’an dan murtad. pihak laki-laki tetap dihukumi 

sah secara hukum  ketika menjatuhkan talak diluar pengadilan. 

 

Kata kunci: Talak, Peradilan, Kitab Fiqih Syafi’iyah. 
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LATAR BELAKANG 

Hukum merupakan suatu peraturan mengenai perbuatan dan tingkah laku manusia 

yang boleh dan sertidaknya dilakukan, artinya apa? dalam hukum itu terdapat perkara 

yang mengandung perintah dan larangan, adapun tujuan hukum itu sendiri dapat 

meciptakan kemakmuran, kemaslahatan, keselamatan, dan ketertiban dalam kehidupan 

masyarakat tentunya.
1
 Sehingga bisa dipastikan bahwa hukum ini sebuah acuan dan 

juga pedoman bagi masyarakat bagaimana yang seharusnya dilakukan yang sekiranya 

tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam hukum tersebut, misalanya 

seperti pernikahan. Pernikahan bisa dikatakan suatu akad perjanjian suami istri yang 

menjadikan halalnya hubungan seksual yang bertujuan membentuk keluarga sakinah 

mawah warohmah.
2
 Akan tetapi untuk menempuh tujuan dari pernikahan itu sangat sulit 

karena banyaknya rintangan dan problematika yang harus dihadapi dalam perjalan 

kehidupan rumah tangga. 

Dalam sebual kitab disampaikan bahwa talak itu suatu cara atau kunci untuk 

melepaskan ataupun membuka ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz-lafdz 

tertentu, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa pendapat para ulama’ fiqih.
3
 

Artinya bahwa talak itu suatu perbuatan yang menyebabkan terputusnya hubungan 

rumah tangga suami istri untuk tidak lagi hidup bersama satu rumah sebagaimana 

sebelum-sebelumnya, akan tetapi untuk memastikan bahwa penjatuhan talak itu betul-

betul jalan satu-satunya bagi rumah tangga mereka. Perlu kita ketahui bahwa peradilan 

adalah sebuah proses yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pengadilan yang bertugas 

memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang masuk di pengadilan.
4
 Dari 

disi bisa kita fahami bahwa suatu perkara, suatu kasus bisa diselesaikan melalui jalur 

pengadilan, karena pengadilan itu merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan 

sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang merupakan sumber bagi 

lembaga pengadilan untuk mengambil keputusan dan kebijakan. 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus memahami dan mengetaui 

hukum-hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum islam ataupun hukum positif, 

                                                             
1
 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum (Bandung: CV Bandar Maju, 2003) 3. 

2
 Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga Islam (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2017), 2. 

3
 Syeh Zainuddin Ibnu Syeh Abdul Aziz, Fathul Mu’in yang diterjemahkan oleh Ali As’ad (Surabaya: Al-

Hidayah, 1979), 135. 
4
 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 9. 
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karena itu sangat penting bagi kita, kebanyak masyarakat yang awam banyak sekali 

tidak menghiraukan hukum yang berlaku di Negara Indonesia seperti hal perceraian 

yang harus dilakukan dipengadilan, sehingga banyak perceraian yang tidak didaftarkan 

di Pengadilan Agama bertahun-tahun, biasanya mereka melakukan pendaftaran ketika 

ada hal-hal tertentu, misalnya ingin nikah lagi. Oleh sebab inilah penulis sangat tertarik 

untuk dikaji lebih lanjut terkait konsekuensi dan dampak hukum dikalangan masyarakat 

yang minim pengetahuan hukum khususnya, sehinga penulis melakukan kajian ilmiah 

dalam bidang hukum keluarga dengan sebuah penelitian hukum yang berjudul 

“HUKUM MENJATUHKAN TALAK DILUAR DAN DIDALAM PERADILAN 

(Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi’iyah)”. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penulisan ini jurnal ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

hukum normative dengan pendekatan kepustakaan, sedangkan sumber datanya 

secara dokumentasi dan teknik analisa datanya adalah content analysis. 

PEMBAHASAN 

Menurut sebagian jumhur ulama’ talak itu merupakan suatu perkara yang bisa dan 

boleh dilakunan dengan ketentuan ada sebuah hajat atau adanya suatu kebutuhan, yang 

dimaksud ini mislakan kita merasa tidak searah lagi dengan istri atau keseringan terjadi 

kerentanan dengan istri, maka hal-hal yang seperti inilah yang diperkenan oleh jumhur 

ulama’.
5
 Berkaitan dengan talaq harus dilakukan dimana yang dapat dikatan sah secara 

hukum syari’at, sebenarnya dalam hukum islam mayoritas ulama’ sepakat bahwa yang 

namanya talaq itu hakikatnya hak suami yang tidak dapat diganggu gugat, dan 

suamipun boleh menjatuhkan kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, 

sehingga dikalangan ummat islam bahwasanya dalam hukum islam itu tidak ada yang 

namanya cerai gugat sebagaimana yang berlaku di Indonesia saat ini. 

Oleh sebab itu berkaitan dengan absah dan setidaknya ucapan talaq didepan 

hakim, ulama’ syafi’iyah memberikan pendapat berkaitan dengan keharusan dan 

setidaknya talaq dilakukan didepan hakim, dan peneliti akan menganalisis terhadap 

                                                             
5
 Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, 

Faihan Bin Syali Al-Muthairi, Fiqih Muyassar Alih Bahasa Oleh Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 

2019), 503. 
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pendapat-pendapatnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih, adapun kitab 

fiqih yang menjadi sumber utama dalam pembahasan keabsahan talak didepan hakim 

yaitu, antara lain: 

 

Pendapat Madzhab Syafi’I dalam kitab Fiqih Sunnah tentang kebasahan talak 

didepan Majelis Hakim 

Pendapat hakim dalam sumber yang lain yaitu, kitab Fiqih Sunnah yang 

dikarang oleh sayyid sabiq, dijelaskan bahwa percerain hakikatnya tidak perlu 

dilakukan dipengadilan ketika tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan atau mereka 

merasa nyaman ketika cerai secara mandiri, oleh sebab itulah dalam kitab ini terdapat 

empat perkara yeng mana perceraian itu boleh dilakukan dipengadilan dan perkara itu 

memang kewenangnya dua orang hakim yang ahli dan dihukumi sah secara hukum 

islam. 

 

هَا الَْقَاضِيْ صَدْرٌ بِهَا قاَنُ وْنٌ سَنَةً الَْحَالََتُ الََّتِيْ  هَا الَْقَاضِيْ: الَحَالََتُ الََّتِيْ يَطْلِقُ فِي ْ وَسَنَةً  0291يَطْلِقُ فِي ْ

0292 .,6  

Terdapat beberapa perkara talak yang bisa diputuskan oleh hakim, perkara talak 

yang boleh diputuskan oleh hakim telah diundangkan di Negara Mesir pada tahun 1920 

dan tahun 1929. Jadi di Negara Mesir ini telah mengundangkan talak untuk dilakukan 

dipengadilan dengan beberapa aspek-aspek dan objek-objek yang harus diperhatikan, 

sehingga tidak semua talak bisa dilakukan dipengadilan, adapun talak yang bisa 

dilakukan dipengadilan diantaranya, yaitu: 

 

فْريِْقِ لِعَدَ  مَامُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِ وَاَحْمَدَ اِلَى جَوَازِ الَت َّ فَقَةِ: ذَىَبَ اَلَِْ مِ الَن َّفَقَةِ بِحُكْمِ الَْقَاضِيْ الَتَّطْلِيْقُ لِعَدَمِ الن َّ
. اَنَّ الزَّوْجَ مُكَلِّفٌ بأَِنْ يمَْسَكَ زَوْجَتَوُ 0وْجَةُ وَليَْسَى لَوُ مَالٌ ظاَىِرٌ وَاسْتَدَلُوْا لِمَذْىَبِهِمْ بِمَا يأَتِْيَ: اِذَا طلََبَتْوُ الَزَّ 

انَ مِنَ الْمُقَرَّرِ اَنْ يَ فْرِقَ . وَاِذَا كَ 3(, 992. اِنَّ الَله تَ عَالَى )الَْبَ قَرَةُ 9باِلْمَعْرُوْفِ اَوْ يَسْرحِِهَا وَيَطْلِقِهَا بإِِحْسَانٍ, 
نْ فَاقِ اَشَدٌّ ايِْذَاءٍ لِلزَّوْجَةِ وَظلَْمًا لَهَا مِنْ وُ  جُوْدِعَيْبٍ باِلزَّوْجِ فَكَانَ لِعَدَمِ الْقَاضِيُ مِنْ اَجْلِ الْعَيْبِ باِلزَّوْجِ فإَِنْ عَدَمَ الِْْ

نْ فَاقِ . فْريِْقِ لِعَدَمِ الِْْ 7الت َّ  

                                                             
6
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah (Kairo: Darul Hadits, 2004), 652. 

7
 Sayyid Sabiq, 653. 
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Pertama, perceraian karena tidak adanya nafkah, telah berpendapat Madzhab 

Maliki dan Syafi’I dan Ahmad, beliau membolehkan mengajukan percerain kepada 

hakim karena tidak adanya nafkah, apabila pihak istri mengajukan percerain karena 

tidak adanya nafkah dan pada kenyataannya suami tidak punya harta yang cukup untuk 

kebutuhan istrinya, menurut madzhab tersebut ada berapa alasan yaitu: 1). Karena 

sesungguhnya suami berkewajiban menjaga istrinya dengan baik dan menceraikannya 

juga dengan perkara yang baik, 2). Karena merujuk kepada firman Allah (Al-Baqarah 

ayat 229), 3). karena apabila diakui bahwa peceraian karena cacatnya dari suami itu 

boleh diputus oleh hakim maka sesungguhnya percerain dengan alasan tidak adanya 

nafkah aslinya lebih membahayakan dan menyakiti istri dari pada perceraian karena 

cacat, oleh sebab inilah sangat boleh sekali ketika tidak adanya nafkah sebagai alasan 

untuk dijatuhkannya talak oleh hakim. 

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa talak karena tidak adanya nafkah, 

menurut Madzhab Syafi’I bisa dijadikan sebagai alasan untuk diajukan ke pengadilan 

dan diputuskan oleh hakim, karena perkara semacam ini telah jelas dasar hukumnya 

dalam Al-Qur’an, dan selain itu karena suami punya peranan dan tanggung jawab yang 

besar dalam rumah tangga karena suami posisinya sebagai kepala rumah tangga, jadi 

memang sesogyanya hal itu harus terpenuhi, dan ini juga Madzhab Syafi’I memberikan 

qiyasan kepada kita bahwa cerai karena cacat saja disepakai oleh para ulama’ fiqih, 

apalagi tidak adanya nafkah ini, karena alasan tidak adanya nafkah ini mudhratnya lebih 

besar dan juga bisa menyebabkan istri sakit hati dari pada cacat. 

Akan tetapi yang perlu kita fahami bahwa yang dimaksud tidak adanya nafkah 

disini adalah perkara-perkara yang bersifat primer misalnya makanan, pakaian, tempat 

tinggal dan suami sendiri tidak mau memberi dan tidak mau ada usaha untuk memenuhi 

kebutuhan istrinya. Dan dalam menetapkan hukum ini para madzhab memiliki dasar 

yang kuat sebagaimana yang telah di jelaskan Al-Baqarah ayat 229. 

 

فْريِْقَ, اِذَا اُدِعَتْ اِضْرَ الَتَّطْلِيْقُ  مَامُ مَالِكِ اِنَّ لِلزَّوْجَةِ اَنْ تَطلُْبَ مِنَ الْقَاضِيِ الت َّ ارُ الزَّوْجِ بِهَا اِضْرَاراً لِلضَّرُوْرِ: ذَىَبَ اَلَِْ
يْذَاءِ الَّذِيْ لََيطَِاقُ,  لََيَسْتَطِاعْ مَعَوُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَ يْنَ اَمْثلَِهِمَا, مِثْلَ ضَرْبِهَا, اَوْسَبِهَا, اَوْ  اِيْذَائِهَا, بأَِيِّ نَ وْعٍ مِنْ انَْ وَاعِ الِْْ

نَةِ الزَّ  وْجِ, اَوْ اِعْتِرَافِ الزَّوْجِ, وكََانَ اَوْ اكِْرَاىِهَا عَلَى مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ اَوِ الْفِعْلِ, فَإِذَا ثَ بَتَتْ دَعْوَاىَا لِدِى الْقَاضِيُ ببَِ ي ِّ
يْذَ  نَ هُمَا, طلََ اَلِْْ صْلََحِ بَ ي ْ ا لََيطَِاقُ مَعَوُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَ يْنَ اَمْثلَِهِمَا, وَعَجَزَ الْقَاضِيُ عَنِ الِْْ قُهَا طلََقَةٌ باَئنَِةٌ.اءُ مِمَّ  
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Kedua, perceraian karena adanya kemudharatan terhadap istri, telah 

berpendapat Madzhab Maliki bahwa sesungguhnya pihak istri memiliki hak untuk 

mengajukan penuntunan percerain kepengadilan supaya dijatuhkan talak, apabila pihak 

istri telah menyampaikan pernyataan kalau suaminya tersebut berbuat sesuatu yang 

membahayakannya dan dia sendiri tidak mampu untuk bertahan dalam menjalani rumah 

tangganya dengan suami, diantaranya misalkan terdapat suami ringan ditangan (pelit), 

suka memaki-maki atau mengumpat, seringnya KDRT. 

Dengan banyaknya macam cara yang memudharatkan sehingga pihak istri tidak 

kuat lagi menahan kelakuan suami, atau suami memaksa istrinya berbuat kemunkaran 

baik dari segi ucapan dan atau perbuatan, apabila perkara yang telah disampaikan ini 

telah disampaikan ini dapat dibuktikan kepengadilan baik memalui penjelasan istri dan 

atau pengakuan suami, maka dengan inilah pernikahan tidak dapat di lanjutkan karena 

terdapat KDRT yang dilakukan oleh suami dan pengadilan dalam peristiwa ini 

kehilangan mediasi (cara untuk mendamaikan mereka), dan talak ba’in boleh dijauhkan 

talak ba’in kepada istrinya. 

 

فَةَ وَالشَّافِعَيِ, فَ لَمْ يذَْىَبَا اِلَى الطَّريِْقِ بِسَ  مْكَانِ اِزلَتَِوِ وَمِثَ لُوُ مَذْىَبُ اَحْمَدَ: وَخَالِفُ فَيْ ذَالِكَ ابَُ وْ حَنِي ْ بَبِ الضَّرُوْرِ, لِِْ
فَةَ وَاَحْمَدَ  عْزيِْزِ وَعَدَمِ اِجْبَارِىَا عَلَى طاَعَتِوِ. ذَىَبَ ابَُ وْ حَنِي ْ افِعِيِ, فِيْ اَحَدِ قَ وْليِْوِ, اِلَى انََّوُ ليَْسَى لِلْحُكْمَيْنِ اَنْ  باِلت َّ وَالشَّ

صْلََحُ بِ  افِعِيِ: اِنَّ رأَْياَ اَلَِْ عَوْضٍ اَوْ بِغيَْرِ عِوَضٍ جَازَ, وَاِنْ يَطْلَقَا اِلََّ اَنْ يَجْعَلَ الَزَّوْجُ ذَالِكَ اِليَْهِمَا. وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّ
ق, وَىَذَا مَبْنِيٌ عَلَى ا الَْخُلْعُ جَازَ, وَاِنْ راََى الََّذِيْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ الَطَّلََقُ طلََقٌ, وَلََ يَحْتَاجُ اِلَى اِذْنِ الزَّوْجِ فِ رأَْيَ  يْ الطَّلََِ

8انَ َّهُمَا حُكْمَانِ لََوكَِيْلََنِ.  
 

Dengan pendapat Madzhab di atas ini Imam Ahmad menyetujuinya, akan tetapi 

Abu Hanifah dan Madzhab Syafi’I menolak, dan berpendapat bahwa tidak bisa 

dijatuhkan talak dengan adanya alasan kemudharatan karena perkara kemudharatan ini 

bisa diselesaikan dengan cara memberikan hukuman ta’zir, dan boleh istrinya tidak 

mentaati suami sementara waktu, pada sisi lain Abu Hanifah, Imam Ahmad dan 

Madzhab Syafi’I menyampaikan pendapatnya bahwa qadhi tidak memiliki hak 

menjatuhkan talak kemeraka kecuali apabila suami menyerahkan perkaranya 

kepengadilan, dan lebih lanjut Madzhab Maliki dan Syafi’I meluaskan pendapat nya 

                                                             
8
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 654. 



 

7        JURNAL HUKUM AL FUADIY-Vol. 6 No.1 Juni 2023 

 
 

bahwa apaila menurut dua qadhi alangkah lebih baiknya diberikan hukuman ganti rugi 

atau tidak maka diperbolehkan, dan apabila menurur dua qahdi labik baik melakukan 

khulu’ maka dibolehkan, apabila menurut keluarga suami alangkah lebih baik talak 

maka talak bisa dijatuhkan tanpa perlu adanya izin suami, dan hal ini berdasarkan dua 

orang sebagai hakim dan bukan wakil. 

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa Madzhab Syafi’I dalam pendapat 

pertama menyampaikan talak tidak boleh dilakukan dan hakim tidak berhak 

menjatuhkan talak karena alasan kemudharan itu bisa diatasi dan diselesaika dengan 

cara memberi hukuman (bisa hukuman nafkah berlipat ganda) yang membuat suami jera 

tidak memudharatkan istri, dan pendapat yang kedua Madzhab Syafi’I menyampaikan 

bahwa talak boleh dijatuhkan oleh hakim dengan syarat ketika pihak suami mau 

perkaranya diselesaikan kepengadilan atau suaminya sendiri yang mengajukannya dan 

dalam keputusannya hakim harus mengambil jalan yang terbaik dan minimal 

diselesaikan oleh dua hakim yang ahli dan bukan wakil hakim. 

 

رِ عَنِ الْمَرْأَةِ, فَلِلْمَرْأَةِ اَنْ تَطْلُبَ الَتَّطْلِيْقُ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ: الَتَّطْلِيْقُ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ ىُوَ مَذْىَبُ مَالِكِ وَاَحْمَدَ, دَفْ عًا لِلضَّرُوْ 
هَا زَوْجُهَا, وَلَوكَْانَ لَوُ مَالٌ تَ نْفِقُ مِنْوُ, بِشَرْطٍ: ال فْريِْقَ, اِذَا غَابَ عَن ْ اَنْ يَكُوْنَ غِيَابُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِوِ لِغيَْرِ عُذْرٍ  0ت َّ

هَا الزَّوْجَةِ. 4ذِيْ تَقِيْمُ فِيْوِ اَنْ تَكُوْنَ الَْغيَْبَةُ فِيْ بَ لَدٍ, غَيْرِ الَّ  3اِنْ تَ تَضَرَّرَ بِغِيَابِوِ   9مَقْبُ وْلٌ  9اِنْ تَمُرَّ سَنَةً تَ تَضَرَّرَ فِي ْ  
 

Ketiga, talak karena kepergian suami, talak karena kepergian suami ini menurut 

Madzhab Maliki, Imam Ahmad talak bisa dijatuhkan apabila suami pergi dengan tanpa 

alasan yang diketahui oleh istrinya, karena hal ini sebagai jalan alternatif 

menyelematkan istri dari penderitaan yang akan dialami kalau perkara ini dibiarkan 

begitu saja, oleh sebab ini istri berhak mengajukan talak karena kepergian suami dan 

walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat: 1), suami pergi dari 

istri tidak terdapat alasan yang masuk akal, 2), suami pergi bertujuan menyakiti istri, 3), 

suami pergi ke Negara lain dan niat menetap di Negara tersebut, 4), suami pergi lebih 

dari satu tahun dan istri merasa kesulitan. 

Perlu peneliti sampaikan bahwa pada bagian ini dalam kitab fiqih sunnah, 

Madzhab Syafi’I tidak berpandapat dan bisa dikatakan menurut kitab ini Madzhab 

Syafi’I tidak menyetuji adanya talak karena kepergian suami, akan tetapi peneliti akan 
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menguraikan dan menganalisis pada kitab-kitab yang yang lain, yeng menjelaskan 

pendapat Madzhab Syafi’I tentang talak ini. 

 

ا يَدْخُلُ فِيْ ىَذَا الْبَابِ, عِنْدَ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ, الَتَّطْلِيْقُ لِحِبْسِ  الزَّوْجِ, لَِِنْ حَبَسَوُ يُ وْقِعُ الَتَّطْلِيْقُ لِحَبْسِ الزَّوْجِ: وَمِمَّ
ةِ ثَلََثَ سِنِيْنَ اَوْ اكَْثَ رَ, جْنِ لِمُدَّ هَا, فَإِذَا صَدَرَ الْحُكْمُ باِلسِّ وكََانَ الْحُكْمُ نَ هَئِيًا وَنَ فَذَ عَلَى  باِلزَّوْجَةِ الضَّرُوْرُ, لبَِ عْدِهِ عَن ْ

تَ نْفِيْذُهُ, فَلِلزَّوْجَةِ اَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ الَطَّلََقُ, لِوُقُ وْعِ الضَّرُوْرِ بِهَا بِسَبَبِ  الزَّوْجِ, وَمَضَتْ سَنَةٌ فَأَكْثَ رَ مِنْ تاَريِْخِ 
هَا, فَإِذَا ثَ بَتَ ذَالِكَ طلََقَهَا الَْقَاضِيُ طلََقَةً باَئنَِةً عِنْدَ مَالِكٍ. 10بَ عْدِهِ عَن ْ  

 

Keempat, talak karena suami dipenjara, dan apabila suami keluar dari pintu 

rumah menurut pnedapat Madzhab Maliki dan Imam Ahmad  boleh dijatuhkan talak 

karena suami dipenjara, karena seungguhnya dengan dipenjaranya suami dapat 

memudharatkan istri karena saling berjauhan dengannya, apabila suami dijatuhkan 

hukuman 3 tahun atau lebih dan keputusan hukum ini sudah memiliki kekuatan hukum 

untuk dijalani suami dan akhir kemuadian setelah suami menjalani hukuman satu tahun 

atau lebih maka istri dalam hal ini bisa mengajukan cerai kepangadilan dengan alasan 

karena dia mengalami kesulitan dan merasa tidak nyaman ketika saling berjauhan dan 

suami yang dipenjara itu dapat dibuktikan oleh istri maka pengadilan boleh 

manjatuhkan talak ba’in, hal ini merupakan mendapat Madzham Maliki, sedangkan 

menurut Imam Ahmad penjatuhan talak yang dilakukan hakim itu bisa disebut fasakh.  

Pada bagian ini dalam kitab fiqih sunnah sama dengan sebelumnya poin 

sebelumnya, bahwa Madzhab Syafi’I tidak disampaikan pendapatnya dan bisa dikatakan 

menurutnya hakim tidak boleh menjatuhkan talak karena suami dipenjara karena suami 

dipenjara ini merupakan hukuman yang harus dijalaninya karena perbuatan yang dia 

lakukan dan hal semacam ini tidak perpengaruh terhadap rukun, syarat dan batalnya 

pernikahan dan juga tidak ada perkara yang mengisyarohkan Madzhab Syafi’I 

membolehkan talak ini untuk dijatuhkan oleh hakim, jadi pernikahannya tetap berlanjut. 

Berdasarkan penjelasan dalam kitab Fiqih Sunnah ini dapat peneliti fahami bahwasanya 

mayoritas ulama’ sepakat perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan sah secara 

hukum islam dan hukum dengan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah simpaikan 

diatas, walaupun ada sedikit perbedaan dengan apa yang telah peneliti sampainkan 

dalam kitab Fiqih Sunnah. 
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Alhasil dalam penjelasan kitab ini bahwasanya keempat perkara yang merupakan 

kewenangan qadhi atau Pengadilan Agama, akan tetapi hal itu tidak boleh semerta-

merta diputus dan diselesaikan akan tetapi harus berdasarkan syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh jumhur ulama’. Dan ketentuan ini telah diterapakan oleh beberapa 

Negara muslim salah satunya Negara Mesir, hal ini bisa kita lihat berdasarkan 

pembaruan hukum keluarga islam dan undang-undangnya. Sehingga hal-hal yang baru 

yang merupakan temuan bagi penelti dari penjelasan dalam kitab ini, bahwa dalam kitab 

Fiqih Sunnah, terdapat 4 perkara perceraian yang dapat dikatakan sah diputus oleh 

hakim, dalam hal ini di Pengadilan Agama, diantaranya: (1) Talak karena tidak memberi 

nafkah (2) Talak karena memudharatkan istri (3) Talak karena kepergian suami (4) 

Talak karena suami di penjara. Dari keempat ini yang merupakan kewenangan hakim 

menurut pendapat Madzhab Syafi’I hanya terdapat 2 perkara yang nomor 1 dan 2, yang 

bisa dijatuhkan talak oleh hakim dan minimal 2 hakim yang mendengerkan dan 

memutuskannya, yaitu: tentang talak karena memberi nafkah dan talak karena 

memudharatkan istri.  

 

Pendapat Madzhab Syafi’I dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu tentang 

kebasahan talak didepan Majelis Hakim 

Adapun tentang keabsahan talak dalam sumber yang lain, yaitu kitab Fiqih 

Islam Wa Adillatuhu dijelaskan bahwasanya tidak semua perkara prcerain itu 

diselesaikan di Pengadilan Agama, ada beberapa perkara yang memang itu adalah hak 

kewenangan hakim untuk memutuskan pernikahan seseorang, dalam kitab ini ada 

beberapa perkara yang merupakan kewenangan pengadilan dan hukumnya sah ketikan 

perceraian itu dilakukan didepan pengadilan dan saksikan oleh para hakim, adapun 

perakara yang bisa dihukumi sah diputus oleh pengadilan yaitu: 

 

فْريِْقُ لِعَدَمِ  فْريِْقُ الْقَضَائِيُ. يَشْتَمِلُ عَلَى عَشْرَةِ مَبَاحِثِ. اَلََْوَّلُ الَت َّ نْ فَاقِ. الَثَّانِ لِلْعَيْبِ اَوِ الْعِلَلِ الَْفَصْلُ الثَّالِثُ. الَت َّ الِْْ
عَسُفِ. الَْخَامِسُ لِلْغيَْبَ  الْجِنْسِيَةِ. الَثَّالِثُ  قَاقِ بَ يْنَ الزَّوْجَيْنِ. الَرَّبِعُ طَلََقُ الت َّ ادِسُ لِلضَّرَرِ وَسُوْءِ الْعُشْرَةِ اَوْ لِلشِّ ةِ. الَسَّ

فْريِْقُ بِسَبَبِ الِّلعَانِ. الَ يْلََءِ. الَثَّامِنُ الَت َّ فْريِْقُ بِسَبَبِ الِْْ ابِعُ الَت َّ فْريِْقُ بِسَبَبِ الظِّهَارِ. الَْعَاشِرُ لِلْحَبَسِ. الَسَّ تَّاسِعُ الَت َّ
فْريِْقُ بِسَبَبِ الرِّدَةِ اِسْلََمُ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. 11الَت َّ  
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Bab ketiga, perceraian yang melalui pengadilan, 1). Talak akibat tidak adanya 

nafkah, 2). Talak akibat cacat atau kekurangan dari segi seks, 3). Talak akibat 

kemudharatan dan buruknya hubungan dari keduanya atau karena ada perselisihan dari 

keduanya, 4). Talak secara ta’asuf (sewenang-wenang), 5). Talak karena kepergian 

suami, 6). Talak karena suami ditahan atau di penjara, 7). Talak akibat illa’, 8). Talak 

akibat li’a, 9). Talak akibat zhihar, 10). talak akibat terjadinya murtad dari pihak suami 

atau istri. Akan tetapi dalam pembahasan ini peneliti menganalisis secara mendalam dan 

secara rinci, hanya terhadapat pendapat Madzhab Syafi’I yang yang dikemukakan 

dalam kitab ini, diantaranya yaitu: 

 

نْ فَاقِ: اَخَذَ الْقَانُ وْنُ فِيْ مَصْرِ وَسُوْريِةَِ, يُجَوَازُ الَت َّ  فْريِْقُ لِعَدَمِ الِْْ فْريِْقُ الْقَضَائِيِ بَ يْنَ الزَّوْجَيْنِ, الَْمَبْحَثُ اَلََْوَّلُ الَت َّ
فَقَةِ لََتَجُوْزُ اِلََّ عَمَلًَِ بمَذْىَبِ الْجُمْ  افِعِيَةُ وَالْحَنَابلَِةُ اَنَّ الْفِرْقَةَ لَِِجْلِ الن َّ ِ بحُكْمِ الْحَاكِمِ. هُوْرِ غَيْرِ الْحَنَفِيَةِ. وَذكََرَ الَشَّ

هَا, لِِنََّوُ فَسْخٌ مُخْتَلِفٌ فِيْوِ, فَافْ تَ قَرَ اِلَى الْحَاكِمِ كَالْفَسْخِ باِلِّعَنَةِ, وَلََيَجُوْزُ لَ  ِ بطلََبِ الْمَرْأَةِ ذَالِكَ لِِنََّوُ لِحَقِّ فْريِْقُ اِلََّ وُ الَت َّ
نَ هُمَا فَ هُوَ فَسْخٌ لََرجُُعَةَ لِ  12لزَّوْجِ فِيْوِ.فَ لَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ طلََبِهَا كَالْفَسْخِ لِلِعَنَةِ فإَِذَا فَرِقَ الْحَاكِمُ بَ ي ْ  

 

Penjelasan yang pertama: talak karena tidak adanya nafkah, salah satu undang-

undang di Negara Mesir dan di Negara Syiria membolehkan perceraian melalui hakim 

atau pengadilan diantara suami dan istri, perbuatan semacam ini mengikuti pendapat 

jumhur ulama selain Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi’I dan Madzhab hambili 

menyampaikan bahwa sesungguhnya talak karena tidak adanya nafkah itu tidak boleh 

dilakukan kecuali dengan adanya keputusan hakim yang kuat, karena sesungguhnya 

(fasahk) perceraian semacam ini masih diperselisihkan didalam pendapat ulama’. 

Maka dari itu mereka membutuhkan ketetapan hakim seperti halnya perkara 

fasahk  dan li’an,  tidak boleh dilakukan perceraian kecuali dengan permintaan dari 

pihak perempuan dalam hal ini istrinya, karena sesungguhnya percerai semacam ini 

termasuk perkara yang tidak terpenuhi haknya, oleh sebab inilah maka tidak boleh 

dilakukan ketika tidak ada permintaan dari pihak istri, seperti halnya fasakh dan li’an, 

apabila seseorang hakim memisahkan diantara pihak suami dan istri  maka ini adalah 

pembatalan (fasakh) pernikahan, yang mana pihak suami tidak dapat melakukan rujuk 

kepada istrinya. Dan pendapat ini didasari oleh surat At-Thalaq ayat 7. Oleh sebab ini, 

dapat peneliti fahami bahwa Madzhab Syafi’I mengatakan tidak boleh dilakukan 
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perceraian dari seseorang yang beralasan karena tidak adanya nafkah, kecuali dengan 

dua syarat yaitu: 1), adanya permintaan dari pihak perempuan untuk mengajukan cerai 

ke pengadilan, 2), adanya keputusan hakim, yang jelas dalam keputusan hakim ini harus 

mengandung kekuatan hukum. 

 

فْريِْقِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ ي ُ  خُوْلِ لَهَا الَْمَبْحَثُ الثَّانِ باِلْعُيُ وْبِ اَوْ باِلْعِلَلِ: وَ فِيْ الت َّ عْفَى الرَّجُلُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ قَ بْلَ الدُّ
افِعِيَةِ باِلْمَهْرِ ب َ  ت ِّفَاقِ. لَكِنْ يَ رْجِعَ الزَّوْجُ عِنْدَ الْمَالِكِيَةِ وَالْحَنَابلَِةِ وَالشَّ ى باِلَِْ خُوْلِ عَلَى وَلِيِ الزَّوْجَةِ كَالَِْبِ الَْمُسَمَّ عْدَ الدُّ

افِعِيَةِ: يَ فْسَحُ النِّكَاحِ مِنْ اَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ  13ليِْسِوِ بِكِتْمَانِ وَلََسَكَنَى لَهَا وَلََ نَ فَقَةَ.وَلَِِخِ لتَِدْ  رأَْيُ مَالِكِ وَالشَّ
نَاسِلَةِ )الَْجِنْسِيَةِ(, اَوِ الْعُيُ وْبِ الْمُنْ  فِرَةِ مِنْ جُنُ وْنٍ اَوْ جَذَامٍ اَوْبَ رَصٍ.اِذَا وُجِدَ فِيْ الَُْخْرَعَيْبًا مِنَ الْعُيُ وْبِ الت َّ  

 

Pembahasan kedua talak karena kekurangan atau cacat, dan didalam percerain 

yang disebabkan adanya cacat maka pihak suami terbebaskan dari kewajiban untuk 

memberikan setengah dari sebagian mahar, yang telah diberikan saat pernikahan 

sebelum terjadinya hubungan badan suami istri, begitu juga sebaliknya, apabila 

perceraian ini terjadi setelakan melakukan hubungan badan maka pihak istri wajib 

mendapatkan mahar musamma, menurut kesepakatan fuqaha’, akan tetapi menurut 

Madzhab Maliki, Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi’I walaupun telah terjadi 

persetubuhan pihak suami tetap berhak meminta kembali mahar kepada walinya 

perempuan tersebut, misalkan kepada ayahnya ataupun saudara laki-lakinya, karena 

perkara semacam ini seakan-akan pihak laki-laki tertipu dengan adanya cacat itu, dan 

juga pihak istri ini tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, misalkan 

nafkah hidup sehari atau nafkah iddah yang akan dijalaninya. 

Disisi lain ulama’ Madzhab Maliki dan Syafi’I menyampaikan bahwa, 

perceraian semacam ini boleh dilakukan oleh pihak yang mana saja (laki-laki dan 

perempuan), jika terdapat kecacatan klamin dari mereka ataupun sebuah cacat yang 

dapat menimbulkan jauhnya beradaptasi dengan masyarakat sekitar, misalkan gila, lepra 

dan kusta. Maka ketika hal yang sedemikian ini terjadi dibolehkan mengajukan talak. 

 

, وَالْعَنَةُ, وَالْجُنُ وْنُ, وَالْجِذَامُ, وَالْب َ  عَةٌ, وَىِيَ: الَْجَبُّ افِعِيَةِ سَب ْ رَصُ, وَالرَّتْقُ, وَالْقَرْنُ, وَيمُْكِنُ اَنْ وَالْعُيُ وْبُ عِنْدَ الشَّ
رَانِ فِيْ الْمَرْأَةِ, وَالثَّلََثةَُ  نَ هُمَا, وَلََ يَكُوْنَ فِيْ كُلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خَمْسَةٌ, اَلَِْوَّلََنِ فِيْ الرَّجُلِ وَلَِِخِي ْ  الْوُسْطَى مُشْتَركَِةُ بَ ي ْ
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فْضَاءِ, وَلََبِكَوْنِ فَسْخِ باِلْبَخَرِ, وَالضَّانِ, وَلَِْ  يَالَةِ, وَالْعَمَى, وَالزَّمَانةَِ, وَالْبَالِوِ, وَالْخَصَاءِ, وَالِْْ وِ سْتِحَاضَةِ, وَالْقُرُوْحِ السِّ
14يَ تَ غَوَطُ عِنْدَ الْجِمَاعِ, لَِنََّوُ ىَذِهِ الِْمُُوْرِ لََتَ فُوْتُ مَقْصُوْدُ النِّكَاحِ.  

 

Menurut Madzhab Syafi’I, ada tujuh cacat yang diperkenankan untuk 

melakukan percerain kepengadilan, diantaranya: penisnya terputus, impoten, gila, lepra, 

kusta, terdapat daging yang menutupi kemaluan, dan adanya tulang yang menyebabkan 

kemaluan tertutup. Ketujuh cacat ini 5 cacat bisa dimiliki orang laki-laki dan 

perempuan, dan  2 cacat pertama bisa dimiliki laki-laki, dan 2 cacat terakhir bisa 

dimiliki perempuan, dan 3 cacat yang pertengahan bisa dimiliki laki-laki dan 

perempuan. 

Lebih lanjut Madzhab Syafi’I menyampaikan bahwa,  tidak boleh dilakukan 

perceraian kerena bau badan, baunya ketiak, istihadhah, luka mengalir nanah, panyakit 

menahun, basah yang dikebiri, lubang vagina dan lubang kencingnya satu, 

mengeluarkan tinja saat melakukan hubungan badan. Mengapa ini tidak bisa dilakukan 

percerain oleh hakim khususnya, kerena perkara semacam ini tidak dapat 

menghilangkan tujuan utamanya dari pernikahan. 

Oleh sebeb ini dapat peneliti fahami, bahwa para fuqaha bersepakatan ketika 

ada orang cacat boleh mengajukan ke pengadilan untuk melakukan perceraian, akan 

tetapi yang menjadi persoalan besar adalah mahar, menurut kesepakatn fuquha’  

setengah mahar hak istri ketika belum pernah melakukan hubungan badan, jika pernah 

maka istri berhak mendapatkan mahar musamma, akan tetapi dilain waktu Madhab 

Maliki, Hambali, dan Syafi’I menyampaikan bahwa walaupun sudah terjadi 

persetubuhan pihak laki tetapi berhak maminta kembali maharnya dan juga tidak berhak 

memberikan nafkah iddah misalnya, ataupun sebagain harta dari suami, karena pihak 

suami itu telah tertipu dengan adanya cacat. 

 

قَاقِ اَوْ لِلضَّرُوْرِ بَ يْنَ وَسُوْءِ الْعُشْرَةِ: راَْيُ الْفُقَهَاءِ فِيْ ال فْريِْقُ لِلشِّ قَاقِ: لَمْ يَجُزْ الَْحَنَفِيَةُ الَْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الَت َّ فْريِْقِ لِلشِّ ت َّ
فْريِْقُ لِ  افِعِيَةُ وَالْحَنَابلَِةُ, الَت َّ قَاقِ اَوْ لِلضَّرُرِ مَهْمَا كَانَ شَدِيْدًا, لَِِنْ دَفَعَ الضَّرَرُ عَنِ الزَّوْجَةِ يمُْكِنُ بِغيَْرِ الطَّلََقِ, وَالشَّ لشِّ

ضْرَ  15ا.اربِِهَ عَنِ الطَّريِْقِ رفَْعُ الَِْمْرِ اِلَى الْقَاضِيِ, وَالْحُكْمُ عَلَى الرَّجُلِ باِلتَّأْدِيْبِ حَتَّى يَ رْجِعَ عَنِ الِْْ  
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Penjelasan ketiga, talak karena perselisihan atau kemudharatan dan atau 

buruknya hubungan suami istri. Tidak boleh dilakukan perceraian, menurut pendapat 

Madzhab Hanafi, Syafi’I, dan Hambali. Talak Karena perselisihan atau karena 

kemudharatan, walaupun seperti apapun besarnya kemudharatan tersebut, karena cara 

untuk mengatasi dan mencegah suatu kemudharatan seorang istri tidak harus dengan 

jalan talak, misalnya, itu bisa dicegah dengan cara tanpa minta dijatuhkan talak 

kepengadilan, akan tetapi caranya mencegah itu, yaitu: mengajukan ke qadhi dalam hal 

ini Pengadilan Agama, yang mana nantinya akan dikenai hukuman yang berupa 

pelajaran dari hakim ke laki-laki yang bersangkutan sampai dia tidak melakukan lagi 

kemudharatan kepada istrinya. 

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami, bahwa menurut pendapat Mazhab Syafi’i 

hakim tidak boleh memutuskan pernikahan itu karena adanya perselisihan dan 

kemudharatan istri, dengan alasan karena perkara yang semacam ini bisa dicegah 

dengan cara mediasi, perdamaian dari pihak keluarga atupun dari orang-rang ahli 

dibidangnya misalkan hakim, konsultann, konselor dan lain sebagainya. 

 

عَسُفُ: ىُوَ اَسَاءَةُ اِسْتِعْمَلِ الْحَقِّ بِحَيْثُ يُ ؤَدِّيُ اِلَى ضَرَ  عَسُّفِ: الَت َّ رِ باِلْغيَْرِ. اَوَّلًَ الَطَّلََُق فِيْ الَْمَبْحَثُ الرَّبِعُ طَلََقُ الت َّ
افِعِيَةِ, وَلَوْ اَراَدَ الْفِرَرُ مِنْ مَرَضِ الْمَوْتِ اَوْ طَلََقِ الْفِرَرِ, ثاَنيًِا الَطَّلََقُ بِغيَْرِ سَبَبِ مَعْقُوْلِ  . وَلََ تَ رَثُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الشَّ

ةِ لَِِنَّ الطَّلََقَ الْبَائِنِ يَ قْطَعُ الزَّوْجِيَّةِ. 16تُ وَريِثِْهَا وَمَاتَ الزَّوْجُ فِيْ أثَْ نَاءِ الْعِدَّ  
 

Penjelasan keempat talak talak ta’assuf (sewenang-wenang), yang dinamakan 

talak ta’asuf adalah buruknya suatu hal dalam melakukan suatu perkara yang dapat 

menimbulkan kemudharatan kepada orang lain, dan talak ta’asuf ada dua macam: 1). 

Talak yang dilakukan pada saat sakit parah, mislakan mendekati kematian atau bisa 

dikatakan talak firar, 2). Talak yang dilakukan dengan tanpa alasan yang masuk akal. 

Madzhab Syafi’I hanya menyetui jenis talak yang pertama, bahwa tidak akan 

mendapatkan waris menurut Madzhab Syafi’I dalam talak semacam ini, walaupun pihak 

suami menghendaki untuk mewarisi pihak istri, dan walaupun pihak suami meninggal 

dunia pada saat masa iddah karena sesungguhnya mereka sudah tertalak ba’in dalam 

memutuskan pernikahannya. 
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Oleh sebab ini dapat peneliti fahami, bahwa jenis talak  ta’asuf yang pertama 

dibolehkan oleh Madzhab Syafi’I untuk melakukan perceraian melalui pengadilan, 

dengan ketentuan bahwa ketika ini dilakukan maka pihak istri tidak mendapatkan harta 

dan tidak menjadi ahli waris walaupun pihak suami mengingin mewarisi dan walaupun 

pihak suami meninggal pada saat masa iddah yang dijalani oleh mantan istrinya 

tersebut. 

 

افِعِيَةُ, ليَْسَى لِلزَّوْجَةِ الَْحَقُّ  فْريِْقُ لِلْغيَْبَةِ. فَ قَالَ الَْحَنَفِيَةُ وَالشَّ فْريِْقِ بِسَبَبِ غَيْبَةِ الَْمَبْحَثُ الْخَامِسُ الَت َّ فِيْ طلََبِ الت َّ
فْريِْقِ, وَلَِِّنَ سَبَبِ الت َّ الزَّوْجِ  رْعِيُّ عَلَى حَقِّ الت َّ ليِْلُ الشَّ هَا, وَاِنْ طاَلَتْ غَيْبَتُوُ لِعَدَمِ قِيَامِ الَدَّ فْريِْقِ لَمْ يَ تَحَقَّقْ, فَإِنْ كَانَ عَن ْ

فَقَ  17ةِ.مَوْضِعُوُ مَعْلُوْمًا بَ عَثَ الْحَاكِمُ لِحُكْمِ بَ لَدِهِ, فَ يَ لْزَمُ بِدَفْعِ الن َّ  
 

Penjelasan kelima, perceraian akibat kepergian suami, maka menurut Madzhab 

Hanafi dan Syafi’I, menyampaikan bahwa seseorang istri tidak memiliki hak untuk 

mengadukan dan meminta percerain dengan sebab kepergian suami dari istrinya, 

walaupun dengan jangka waktu yang cukup lama, karena tidak ada hukum syari’at yang 

dijadikan dasar hukum untuk memberikan hak kepada istri mengajukan percerain, dan 

seseungguhnya juga tidak ada sebab-sebab yang menimbulkan perceraian, akan tetapi 

dalam kondisi yang lain ketika pihak istri mengadukan ke pengadilan, dan pengadilan 

menemukan tempat keberadaanya maka hakim yang bersangkutan mengutus hakim lain 

yang berada diwilyah laki-laki tingga untuk memberi hukuman yang berupa sangsi yang 

berupa membayar nafkah. 

Oleh sebeb ini dapat peneliti fahami bahwasanya perkara yang semacam ini, 

menurut pendapat Madzhab Syafi’i tidak boleh seorang hakim memutuskan pernikahan 

mereka selama kepergianya jelas dan diketahui tempatnya, akan tetapi beda halnya 

ketika kepergiannya tidak diketahui tempatnya, jadi dalam hal ini bisa dikatan boleh 

hakim memutuskan pernikahan mereka dengan ketentuan tidak diketahui pergi kemana, 

dan hal ini merupakan alternatif yang terkahir dari pendapat Madzhab Syafi’i. 

 

ادِسُ الَت َّفْريِْقُ  رُ الْمَالِكِيَةِ الَت َّفْريِْقُ لِحَبْسِ الزَّوْجِ اَوْ أُسْرهِِ اَوْ اِ الَْمَبْحَاثُ السَّ عْتِقَالِوِ لِلْحَبَسِ: لَمْ يَجُزْ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ غَي ْ
غَيْبَةٌ بِعُذْرٍ, اَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فأََجَازَ  لِعَدَمِ وُجُوْدِ دَليِْلِ شَرْعِيٍّ بِذَالِكَ, وَلََ غَيْبَةَ الَْمَسْجُوْنُ وَنَحْوُهُ. عِنْدَ الْحَنَابلَِةِ تَ عُدَّ 

فْريِْقُ لِلْغيَْبَةِ سَنَةً فَاكَْثَ رَ, سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِعُذْرٍ امَْ بِدُوْنِ عُذْرٍ. 18وَاَطْلَبَ الت َّ  
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Penjelasan keenam perceraian akibat suami ditahan, tidak boleh dilakukan 

perceraian menurut pendapat jumhur ulama’ fiqih (fuqaha’) selain Mazhab Maliki, 

dengan alasan karena suami ditahan, dan atau ditawannya suami, dan atau karena 

tertangkapnya suami, karena tidak ada dalil syari’at yang dijadika landasan untuk 

memtuskan perkara semacam ini, dan ketentuan ini dipertegas oleh Madzhab Hambali 

yang menyatakan bahwa, kepergian suami karena tertahan merupakan kepergian yang 

jelas. Adapun menurut Madzhab Maliki melakukan tuntutan ke pengadilan untuk 

mengajukan percerain dengan alasan kepergian suami dalam jangka waktu minimal 

lebih dari satu tahun baik ada alasan yang jelas ataupun tidak ada alasan yang jelas. 

Oleh sabab inilah dapat peneliti fahami bahwa, para fuqaha’ yang didalamnya 

juga pendapat Madzhab Syafi’I, sepakat untuk tidak diputuskan cerai oleh pengadilan 

ketika ada orang mengajukan cerai karena suami dipenjara karena suami dipenjara itu 

merupakan kepergian yang jelas dan diketahui tempatnya, lain halnya ketika tidak 

diketahui tempatnya, misalkan menghilang atau kabur dari rumah dan lain sebagainya, 

kalau Madzhab Maliki mengatkan boleh hakim menceraikan mereka itu karena 

Madzhab Maliki menganggap ditinggalnya istri oleh suami itu termasuk bagian dari 

memudharatkan istri dan juga bagian dari tidak adannya tanggung jawab lahir batin dari 

suami. 

 

افِعِيَّةُ: بأِنََّوُ حَلَفُ زَوْجِ يَصِحُ  طَلََقُوُ  ء: وَعَرَفَوُ الَشَّ يْلََِ ابِعُ الَت َّفْريِْقُ باِلِْْ مْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِوِ الَْمَبْحَاثُ السَّ  عَلَى الَِْ
ق مُطْلَقًا, اَوْفَ وْقَ اَربَْ عَةَ اَشْهُرٍ, سَوَاءٌ فِيْ الْمَذْىَبِ الْجَدِيْدِ أَكَا نَ حَلَفًا باِالِله اَمْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتوِِ, اَمْ باِلْيَمِيْنِ باِالطَّلََِ

هَا حَقٌّ, فَصَحَّ بِوِ  يْلََءُ, كَالْيَمِيْنِ باِالِله عَزَّ  مِثْلٌ: اِنْ وَطئََتْكِ فَأنَْتِ اَوْ ضَرَتْكِ طاَلِقٌ, لِِنََّوُ يمَِيْنٌ يَ لْزَمُوُ باِلْحَنَثِ فِي ْ اَلِْْ
. وَذَالِكَ وَفَاقَا لِلْمَالِكِيَّةِ وَجَ  ة اَوْ صَوْمٍ اَوْ حَجٍّ ء عِنْدَ لَّ, اَمْ بنَِذَرٍ مِثْلُ: اِنْ وَطئََتْكِ فَلِلَّوُ عَلىَ صَلٍََ يْلََِ , وَصَريِْحُ الِْْ

افِعِيَّةِ: الَْحَلْفُ عَلَى تَ رْكِ الْوَطْءِ اَوِ الْجِمَاعِ اَوْ اِفْتِضَاضِ الْبِكْرِ وَ  19نَحْوِهِ ذَالِكَ.الشَّ  
 

Penjelasan ketuju perceraian akibat iilaa’, menurut Madzhab Syafi’I 

menyampaikan bahwa sesungguhnya iilaa’ itu adalah sumpah yang sah, dan tertalak 

ketika dia sama sekali untuk tidak menyetubuhi istrinya, atau misalkan dalam jangka 

waktu empat bulan, akan tetapi dalam pendapat yang baru, sumpah ini harus dilakukan 
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dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut sifat-sifat Allah, dan atau dengan 

sumpah untuk menjatukan talak. 

Misalnya dia berkata: apabila saya menyetubuhi kamu maka kamu atau madu 

kamu tertalak, oleh sebab itu karena sesungguhnya ini adalah sumpah yang menetapkan 

seseorang harus melaksanakan haknya, maka dalam hal ini sah iilaa’-nya seperti 

menggunakan nama Allah, begitu halnya dengan nadzar misalnya di berkata: apabila 

saya menyetubuhi kamu maka demi Allah saya wajib melakukan sholat, dan atau puasa, 

dan atau haji, pendapat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Madzhab Maliki. 

Dan juga termasuk iilaa’ yang secara terang-terangan menurut Madzhab Syafi’I adalah 

sumpah untuk meninggalkan persetubuhan, dan atau hubungan badan suami istri, dan 

atau merobek keperawanan dan lain sebagainya. 

Sehingga dapat peneliti fahami bahwa dalam pendapatnya Madzhab Syafi’I 

membolehkan hakim menjatuhkan talak kepada seseorang yang melakukan sumpah 

kepada istrinya dengan menyebut nama dan atau sifat-sifat Allah dengan maksud dan 

tujuan dari ucapan yang dilobtarkan itu tidak mau bersamanya lagi atau tidak mau 

berhubungan lagi, dan hal semacam ini dalam kitab fathul qarib masuk bagian dari talak 

kinayah (talak yang dilakukan secara sindiran). 

 

افِعِيَّةُ, بأِنََّوُ كَلِمَاتٌ مَعْلُوْمَةٌ جُ  فْريِْقُ اللِّعَانِ وَسَبَبِوِ: وَعَرَفَوُ الشَّ ةُ لِلْمُضْطَرِ الَِى قَذَفٍ مَنْ الَْمَبْحَاثُ الثَّامِنُ الَت َّ عِلَتْ حُجَّ
ا يُ وْجِبُ حَدَّ الْعَاربِوُُ اَوْ اِلَى نَ فْيِ وَلَدٍ. وَسَبَبُ الْلِعَانِ اَمْرَانِ: بأِنََّوُ اَحَدُىُمَا قَذَفُ الرَّجُلِ زَوْجَتُوُ قَذَفً لَطَخَ فِرَاشُوُ وَألَْحَقُّ  

هَةِ اَوْ نِ  20كَاحٍ فَاسَدٍ.الزِّناَ لَوْ قَذَفَ اَجْنَبِيَةَ, وَالثَّانِ نَ فْيُ الْحَمْلِ اَوِ الْوَلَدِ وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُب ْ  
 

Penjelasan yang kedelapan tentang perceraian akibat li’an dan sebab-sebabnya, 

menurut pendapat Madzhab Syafi’I sesungguhnya li’an adalah sebuah kalimat yang 

diketahuain, yang dijadikan alasan bagi seseorang yang memiliki hajat secara terpaksa 

untuk menuduh seseorang yang telah mencemarkan tempat tidurnya dan mendatangka 

rasa malu kepadanya atau menolak anak yang dia kandung, adapun sebab-sebal li’an itu 

ada dua perkara: 1). Sesungguhnya ada seseorang suami yang menuduh istrinya 

melakukan perbuatan yang membuat istri itu dikenai hukuman had zina, walaupun 

tuduhan ini dilontarkan kepada perempuan yang bukan istrinya, 2). Seorang laki-laki 
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menolak kehamilannya, dan atau anaknya, walaupun dihasilkan dari persetubuhan yang 

syubhat atau fasad. 

Oleh sebab ini dapat peniti fahami bahwasanya dalam pendapatnya Madzhab 

Syafi’I, dibolehkan mengajukan percerain kepengadilan karena melihat istri sudah 

bersetubuh dengan orang lain, atau tidak mengakui anaknya karena bukan hasil dari nya 

karena hal-hal yang semacam ini termasuk perkara yang dilarang oleh agama untuk 

menghianati sucinya pernikahan dan selain itu, perkara yang dilakukan istri ini 

termasuk zina muhson, yang mana mereka hukumannya harus dilempari batu sampai 

meninggal dunia, dan pendapat Madzhab Syafi’I ini disarkan oleh surat An-Nur ayat 6, 

7, 8. 

 

افِعِيَّةُ, بأِنََّوُ تُشَبِيْوُ الزَّوْجَةَ غَي ْ  رَ الْبَائِنِ بأِنُْ ثَى لَمْ تَكُنْ حَلََلًَ عَلَى الَْمَبْحَاثُ التَّاسِعُ الَت َّفْريِْقُ بِسَبَبِ الظِّهَارِ: وَعَرَفَوُ الشَّ
, وَلََ يَصِحُّ يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُ وْنٍ وَمُغْمَى عَلَيْوِ وَلََ مِنْ مَكْرُوْهٍ, وَيَصِحُّ مِنْ ذَمِيٍ لِعُمُوْمِ ايَةَِ الظِّهَارِ التَّأْبيِْدِ, فَلََ 

خْتُ زَوْجَةِ, وَاَبُ لِلْمُظاَىَرِ, وَمُلََعَنَةِ لَوُ تَسْبِيْوِ الزَّوْجَةُ بِغيَْرِ مُحْرَمَةِ عَلَى التَّأْبيِْدِ, فَ لَوْشَبَبَ هَا بأَِجْنَبِيَّةِ وَمُطْلَقَةِ, وَاُ 
21الْمُؤَبَّدِ.وَمَجُوْسِيَةِ وَمُرْتَدَةِ فَكَلََمُوُ لَغْوٌ, لَِِنَّ الثَّلََثةََ اَلُِْوْلَى لََيشُْبِهُنَّ اَلُِْمُّ فِيْ التَّحْريِْمِ   

 

Penjelasan ke Sembilan tentang perceraian akibat zhihar, Madzhab Syafi’I 

berpendapat bahwa sesungguhnya zhihar itu adalah penyerupaan istri yang tidak ditalak 

dengan perempuan yang tidak halal bagi pihak suami selama-lamanya, maka tidak sah 

zhihar itu dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang pingsan, atau orang yang 

dipaksa, dan sah hukumnya zhihar itu dilakukan oleh ahli dzimmi berdasarkan 

keumumannya ayat-ayat yeng menjelaskan tentang zhihar itu, dan tidak saja juga 

menyerupakan istri dengan perempuan yang bukan haram selama-lamanya untuk 

menikah, misalkan dia menyerupakan istrinya dengan perempuan asing dan istrinya 

yang dia telah jatuhkan talak, atau saudara perempuannya istri, bapak yang melakukan 

zhihar, istri yang melakukan li’an, perempuan majuzi, orang yang murtad. 

Maka dalam hal ini ketika dilakukan zhihar maka sebuah kesiasiaan, karena 3 

orang pertama yang telah disebutkan itu tidak sama dengan ibu kandung dalam 

pengharamannya yang memiliki sifat selama-lamanya.. Ketentuan ini desarakan 

terhadap penafsiran firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Oleh sebab ini, dapat 

peneliti fahami bahwa dalam pendapat Madzhab Syafi’I membolehkan hakim 
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menjatuhkan talak kepada mereka karena telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, juga karena 

dimaksud zhihar ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami 

kepada istrinya, dalam rangka menyamakan istri kita dengan perempuan yang haram 

menikah dengan kita selama-lamanya, seperti misalnya dengan ibu kandung, saudara 

kandung, bibi dari pihak ayah atau ibu, maka ketika ini dilakukan sah zhihar-nya, akan 

tetapi yang perlu digaris bawahi dalam maksud dan tujuan ucapan itu kepada istri 

adalah menyamakan istri yang bermaksud disini keharamannya untuk menikahi ataupu 

keharamannya menyetubuhi, dan dalam kitab-kitab fiqih perkara semacam ini masuk 

bagian dari talak kinayah (sindiran). 

 

فْريِْقُ بِسَبَبِ الرِّدَةِ اِسْلََمُ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. اِذَا اِرتَْدَّ اَحَدَ الزَّوْجَيْ  م, وَقَ عَتْ الَْفِرْقَةُ الَْمَبْحَاثُ الْعَاشِرُ الَت َّ سْلََِ نِ عَنِ الَِْ
فَةَ وَابَِيْ ي ُ  نَ هُمَا بِغيَْرِ الطَّلََقِ, عِنْدَ ابَِيْ حَنِي ْ نَ هُمَا بَ ي ْ فَسِحُ الزَّوْجُ بَ ي ْ وْسُفَ وَمَالِكِ, وَلََحَاجَةَ لتَِ فْريِْقِ الْقَاضِيِ, وَاِنَّمَا يَ ن ْ

ةِ, فَإِنْ اَسْلَمَ  افِعِيَةُ وَالْحَنَابلَِةُ: يَ تَ وَقَفُ فَسْخُ النِّكَاحِ عَلَى اِنْقِضَاءِ الْعِدَّ هَا فَ هُمَا الْمُرْتَدُ قَ بْلَ اِنْقِضَائِ  فَسْخًا. وَقَالَ الَشَّ
يْ نَانِ. 22عَلَى النِّكَاحِ, وَاِنْ لَمْ يَسْلِمْ حَتَّى اِنْ قَضَتْ باَنَتْ الَْمَرْأَةُ مُنْذُ اِخْتِلَفُ الدِّ  

 

Pembahasan kesepuluh, apabila terjadi kemurtadan salah satu dari suami dan 

istri dari agama islam, maka terjadila perpisahan (talak) diantara suami dan istri tersebut 

walaupun tanpa adanya ucapak talak, hal ini merupakan pendapat dari Imam Abu 

Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Malik, dan peristiwa semacam ini tidak perlu 

mendatangkan hakim karen perkawinan ini menjadi putus karena ada ya kemurtadan 

dari pihak suami atau istri, dan sedangkan pendapat Madzhab Syafi’I dan Madzhab 

Hambali putusnya atau rusaknya pernikahan itu dan bergantung kepada masa iddahnya, 

apabila ada orang laki-laki islam murtad dan masuk islam sebelum habis masa iddahnya 

maka keduanya masih terikat dengan perkawinan yang sah, akan tetapi apabila masuk 

islam setelah habis masa iddahnya maka istri itu kaan tertalak ba’in mulai dari suami 

istri itu beda agama 

Sehingga dapat peniliti fahami, bahwasanya Madzhab Syafi’I berpendapat 

hakim boleh dan bahkan bisa dikatakn wajib menjatuhkan talak kepada pasangan suami 

istri yang salah satunya murtad, juga karena periswtiwa semacam ini termasuk bagian 

dari perkara yang membatalkan nikah, keluar dari islam, dan juga Madzhab Syafi’I 

dalam pendapatnya ini masih memberikan harapan kepada keduanya untuk bersama 
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kembali dengan jangka waktu masa iddah yang diberikan dan ketika kembali pada iddah 

tidak terjadi talak, dan ketika yang murtad itu dari pihak istri maka ketentuannya sama 

dengan yang murtad dari pihak laki-laki. 

Dengan pemaparan dalam kitab ini dapat peneliti fahami bahwasanya kitab , Al-

Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu ini menjabarkan begitu luas dibandingkan dengan kitab-

kitab sebelumnya yang peneliti sampikan diatas tersebut, dalam kitab ini terdapat 

banyak perkara yang ini merupakan kewenangan qadhi, dalam hal ini Pengadilan 

Agama yang berperan dalam peristiwa-peristiwa yang telah peneliti sampaikan, 

walaupun dikalangan madzhab banyak perselisihan pendapat dalam penafsirannya 

terhapat firman Allah. 

Alhasil dari penjelasan dalam kitab , Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu ini, 

disampaikan bahwasanya perceraian didepan pengadilan hukumnya sah serta dapat 

peneliti katakan sebuah keseharusan bahkan kewajiban bagi setiap ummat islam, dengan 

garis bawahi hanya 2 perkara yang tidak diperkenankan oleh Madzhab Syafi’I dengan 

alasan karena tidak ada nashnya dan juga menjalani pernjara itu termasuk kepergian 

yang jelas dan juga karena ada jalan lain selain harus dijatuhkan talak kepadanya, yaitu 

talak karena pihak suami dipenjara dank arena kemudharatan dan buruknya hubungan 

dalam rumah tangga, sehingga terdapat 8 perkara dan selain yang 8 perkara ini bisa 

dikatakan sah ketika talaknya dilakukan diluar pengadilan oleh pihak suami 

sebagaimana telah disampai oleh para ulama’ golongan syafi’iyah yang disadarkan 

kepada konsep kemaslahatan kepada pihak laki-laki dan perempuan, dan juga 

didasarkan oleh penfasiran terhadapa ayat-ayat dalam Al-Qur’an. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan data dan analisis terhadapat ketiga kitab yang telah 

peneliti sebutkan diatas tersebut. Maka dapat peneliti katakan bahwa Madzhab Syafi’I 

mengsahkan talak didepan hakim dengan 10 objek perkara perceraian, antara lain: 1). 

Talak karena kesulitan suami, 2). Talak karena memudharatkan istri, 3). Talak karena 

tidak memberi nafkah,. 4). Talak akibat cacat atau kekurangan dari segi seks, 5). Talak 

secara ta’asuf, 6). Talak karena kepergian suami, 7). Talak akibat illa’, 8). Talak akibat 

li’an, 9). Talak akibat zhihar, 10). Talak karena murtad dari salah satunya. 
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Jadi sepuluh perkara ini merupakan kewenangan perempuan mengajukan 

perceraian kepengadilan ketika pihak suami tidak menjatuhkan talak atau memang tidak 

mau menjatuhkan talaknya, dan untuk talak ta’asuf, illa’, zhihar, li’an dan murtad. Ini 

memang kewenangan hakim untuk memutuskan dan mereka harus membuktikan baik 

dengan saksi atapun dengan pengajukan sendiri, dan selain untuk talak ta’asuf, illa’, 

zhihar, li’an dan murtad pihak laki-laki tetapi dihukumi sah secara hukum  ketika 

menjatuhkan talak diluar pengadilan. 
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